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Ikhtisar Putusan

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mendalilkan
memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945 berupa hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
tulisan, serta hak untuk mendapatkan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, bahwa permohonan para Pemohon
adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu
Pasal 256, Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 terhadap UUD 1945, maka permohonan
para Pemohon merupakan kewenangan Mahkamabh.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, para
Pemohon terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005
serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Para Pemohon telah
memenuhi persyaratan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan
mahasiswa, namun norma dalam UU 1/2023 baru akan mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diundangan (vide Pasal 624 BAB XXXVII Ketentuan Penutup), yaitu 2 Januari
2026, sehingga pada saat Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Undang-
Undang a quo yang diajukan pengujiannya belum berlaku. Syarat lain yang harus
dipenuhi oleh para Pemohon adalah adanya kerugian konstitusional yang bersifat aktual
maupun potensial akibat berlakunya norma undang-undang, terhadap syarat tersebut
maka berdasarkan fakta hukum bahwa UU 1/2023 baru akan berlaku 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diundangkan, pemberlakuan demikian berakibat hukum UU a quo belum memiliki
kekuatan hukum mengikat sehingga hal demikian tidak terpenuhinya syarat yang kedua
untuk terpenuhinya syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional sebagaimana



dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Dengan demikian, para Pemohon tidak
memenuhi persyaratan adanya anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya
norma undang-undang. Sehingga, terkait dengan syarat selebihnya, yaitu adanya
anggapan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan adanya hubungan sebab
akibat (causal verband) yang ditimbulkan antara hak konstitusional yang diberikan oleh
UUD 1945 dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian,
dengan sendirinya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena syarat-syarat
anggapan kerugian konstitusional dimaksud adalah bersifat kumulatif.

Terkait dengan berkenaan dengan uraian kedudukan hukum para Pemohon yang
mengaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, Mahkamah
telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XXI1/2023,
yang telah dikutip pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXI1/2023,
yang diucapkan sebelumnya dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28
Februari 2023, di antaranya telah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.5] Bahwa terkait dengan pendirian Mahkamah dalam mempertimbangkan
kedudukan hukum Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk mengaitkan
dengan pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 110/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada tanggal 28 Maret 2013, di mana dalam putusan tersebut Mahkamah
memberikan kedudukan hukum kepada para Pemohon sekalipun pada saat
permohonan perkara yang bersangkutan dilakukan pengujian terhadap pasal-pasal
undang-undang yang belum dinyatakan berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berkenaan
dengan hal ini, Mahkamah menegaskan bahwa UU SPPA mempunyai karakter
yang sangat berbeda dengan UU 1/2023, di mana UU SPPA adalah undang-
undang yang memuat norma yang kemudian dilakukan pengujian oleh para
Pemohon dalam perkara yang bersangkutan, berkaitan dengan ancaman pidana
bagi para penegak hukum yang sedang melaksanakan tugasnya dalam
penegakan hukum, yang tidak diatur dalam norma undang-undang sebelumnya
yang berkaitan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak. Oleh karena itu, sekalipun UU SPPA belum diberlakukan pada saat
permohonan perkara yang bersangkutan diajukan, Mahkamah menilai ada
keadaan yang mendesak untuk segera diputuskannya terhadap perkara dimaksud,
agar tidak ada rasa kekhawatiran atau bahkan ketakutan para penegak hukum
dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, khususnya dalam mengadili
perkara yang melibatkan tersangka/ terdakwanya adalah anak. Kekhawatiran
demikian dapat terjadi disebabkan proses perkara pidana bisa berlangsung dalam
waktu yang lama dan mungkin saja akan melewati proses pra dan pasca saat
dinyatakannya mulai berlaku UU SPPA. Oleh karena itu, sangat mungkin
berdampak dikenakannya norma pasal-pasal yang bersangkutan untuk
memidanakan para penegak hukum. Dengan demikian, fakta-fakta hukum tersebut
dapat memberikan peluang adanya ketidakpastian hukum dalam implementasi
norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dalam UU SPPA, apabila norma
tersebut dinyatakan konstitusional. Fakta hukum tersebut berbeda dengan karakter
UU 1/2023, di mana secara faktual belum diberlakukannya norma-norma yang ada
tidak mengakibatkan adanya kekosongan hukum, karena terdapat KUHP yang
masih berlaku, sehingga potensi adanya ketidakpastian hukum tidak akan terjadi.
Dengan kata lain, apabila norma-norma dalam UU 1/2023 telah dinyatakan
berlaku, sama halnya dengan Mahkamah membenarkan berlakunya dua KUHP
(yaitu KUHP yang masih berlaku dan KUHP yang akan berlaku) dalam waktu yang
bersamaan. Jika hal demikian dibenarkan justru akan menimbulkan ketidakpastian
hukum dalam penegakan hukum pidana.

[3.6.6] Bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, adanya



pendirian demikian, juga didasarkan pada argumen, bahwa Mahkamah
mempunyai alasan lain yaitu putusan-putusan Mahkamah Konstitusi bisa saja
mengalami penyempurnaan, sepanjang hal tersebut dikaitkan dengan hubungan
dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif pemberian
kedudukan hukum kepada pemohon, Mahkamah harus mempertimbangkan syarat
yang bersifat absolut dan kumulatif, yaitu adanya subjek hukum sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 51 UU MK dan syarat-syarat anggapan kerugian
konstitusional sebagaimana yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007. Terlebih, dalam mempertimbangkan dan menilai persyaratan kedudukan
hukum pemohon di Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipisahkan dengan isu
konstitusionalitas dan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan
pengujian. Dengan demikian, bisa jadi dalam memberikan kedudukan hukum
antara permohonan yang satu dengan yang lainnya, Mahkamah dapat
memberikan pertimbangan yang berbeda.

Dengan demikian, pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi di
atas mutatis mutandis berlaku pada putusan a quo. Oleh karena itu, berdasarkan uraian
pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berkesimpulan Para Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Seandainyapun para Pemohon
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quod non, dan
Mahkamah dapat masuk untuk mempertimbangkan pokok permohonan, namun oleh
karena ketentuan Pasal 256, Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 merupakan norma
yang belum berlaku dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat, Mahkamah akan
berpendirian bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang prematur.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.



